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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya kerentanan pekerja migran
wanita terhadap eksploitasi dan perlakuan tidak manusiawi selama bekerja di
luar negeri. Dalam praktiknya, pemenuhan hak dan kewajiban pekerja migran
belum terlaksana secara optimal. Untuk menjawab permasalahan tersebut,
pemerintah telah mengeluarkan regulasi mengenai perlindungan menyeluruh
bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) tanpa diskriminasi, meliputi pelayanan
perlindungan kerja baik di dalam negeri maupun luar negeri, mulai dari
sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah bekerja. Penelitian ini juga
mengkaji keselarasan perlindungan kerja terhadap PMI dengan prinsip
magashid al-syari’ah yang mencakup lima aspek fundamental: pemeliharaan
agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), harta (hifz al-mal),
dan keturunan (hifz al-nasl). Dalam perspektif maqgashid al-syari’ah,
perlindungan kerja bagi PMI diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan dan
kesejahteraan hidup secara holistik.

Rumusan masalah penelitian ini mencakup dua hal utama: 1) Bagaimana
implementasi pengaturan perlindungan kerja bagi pekerja migran wanita
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sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja sesuai dengan Undang-
Undang No. 18 Tahun 2017 di Kabupaten Tulungagung? 2) Bagaimana
perlindungan hukum bagi pekerja migran wanita asal Desa Karanganom,
Kec. Kauman, Kab. Tulungagung menurut Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU No.
18 Tahun 2017 ditinjau dari magashid al-syari’ah? Penelitian ini bertujuan
untuk: 1) Menganalisis implementasi pengaturan perlindungan kerja bagi
pekerja migran wanita di Kabupaten Tulungagung; dan 2) Mengevaluasi
perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban pekerja migran wanita asal
Desa Karanganom, Kec. Kauman, Kab. Tulungagung berdasarkan Pasal 6
ayat (1) dan (2) UU No. 18 Tahun 2017 serta prinsip maqgashid al-syari’ah.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan
pendekatan yuridis-sosiologis. Teknik pengumpulan data meliputi
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan
melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan
validitas data diperiksa melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan
triangulasi waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Implementasi perlindungan kerja
bagi pekerja migran wanita asal Kabupaten Tulungagung yang dilaksanakan
oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Petugas
Disnakertrans Bidang PENTA telah sesuai dengan amanat undang-undang,
dengan mencakup tiga aspek utama: perlindungan hukum, sosial, dan
ekonomi. 2) Implementasi perlindungan hukum dalam pemenuhan hak dan
kewajiban bagi pekerja migran wanita asal Desa Karanganom, Kauman,
Tulungagung masih ditemukannya permasalahan. Dari 10 responden, 90%
mengungkapkan haknya mereka belum terpenuhi secara maksimal.
Sementara itu, untuk pelaksanaan kewajiban juga belum sepenuhnya
terlaksana dengan baik. Dalam perspektif magashid al-syari’ah,
perlindungan kerja bagi pekerja migran wanita bertujuan untuk menciptakan
keadilan dan kesejahteraan menyeluruh pada setiap tahap kerja, guna
mewujudkan kemaslahatan hidup yang seimbang.
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This research is motivated by the significant vulnerability of female
migrant workers to exploitation and inhumane treatment during their
employment abroad. In practice, the fulfillment of rights and obligations for
migrant workers has not been optimally realized. To address this issue, the
government has enacted Law No. 18 of 2017, which provides comprehensive
protection for Indonesian Migrant Workers (PMI) without exception. This
legal framework encompasses work protection services both domestically
and internationally, spanning the phases before employment, during
employment, and post-employment. Furthermore, this study examines
whether the work protection afforded to PMIs aligns with the objectives of
Islamic jurisprudence (maqashid al-shari’ah), which include five
fundamental aspects: the preservation of religion (hifz al-din), life (hifz al-
nafs), intellect (hifz al-aqgl), wealth (hifz al-mal), and lineage (hifz al-nasl).
Within the maqashid al-shari’ah framework, the protection of migrant
workers aims to promote public welfare and holistic well-being.

The research formulates two central questions: 1) How is the
implementation of work protection regulations for female migrant workers
before, during, and after employment in accordance with Law No. 18 of 2017
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in Tulungagung Regency? 2) How does the legal protection for female
migrant workers from Tulungagung Regency, as stipulated in Articles 6 (1)
and (2) of Law No. 18 of 2017, align with the principles of maqashid al-
shari’ah? The objectives of this study are: 1) To analyze the regulatory
framework and its implementation concerning the protection of female
migrant workers in Tulungagung Regency, and 2) To evaluate the protection
of rights and obligations for female migrant workers based on Articles 6 (1)
and (2) of Law No. 18 of 2017 and the principles of magashid al-shari’ah.

The research employs a qualitative descriptive methodology with a
juridical-sociological approach. Data collection techniques include
interviews, observations, and document analysis. Data analysis is conducted
through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Data
validity is ensured through source triangulation, technical triangulation, and
temporal triangulation.

The findings reveal that: 1) The implementation of work protection for
female migrant workers in Tulungagung Regency carried out by the
Indonesian Migrant Workers Protection Agency (BP2MI) and PENTA
Division of Disnakertrans Officers has been in accordance with the mandate
of the law, covering three main aspects: legal, social, and economic
protection. 2) The implementation of legal protection in the fulfilment of
rights and obligations for female migrant workers in Tulungagung still has
problems. Of the 10 respondents, 90% revealed that their rights had not been
fulfilled to the fullest. Meanwhile, the implementation of obligations has also
not been fully implemented properly. In the perspective of magashid al-
syari‘ah, work protection for women migrant workers aims to create justice
and comprehensive welfare at every stage of work, in order to realise a
balanced life.
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